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 Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama 40 hari kerja pada 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII seksi Pencairan 
Dana dan Verifikasi Akuntansi. Selama melaksanakan PKL, praktikan 
melaksanakan beberapa tugas yang berkaitan dengan proses pencairan APBN yang 
diajukan oleh satuan kerja (satker) sampai dengan pelaporan keuangan mengenai 
APBN yang telah digunakan, seperti melakukan konversi surat perintah membayar, 
melakukan proses perekaman data Surat Perintah Membayar (SPM) ke dalam 
aplikasi milik KPPN, melakukan proses persetujuan (approve) data SPM yang telah 
direkam ke dalam aplikasi, melakukan pengelompokkan SPM dan melakukan 
verifikasi laporan pertanggungjawaban milik satker. Setelah melaksanakan 
kegiatan PKL di KPPN Jakarta VII, praktikan dapat mengetahui situasi kerja di 
instansi pemerintah, mengetahui aplikasi yang digunakan oleh KPPN selaku 
instansi yang bertugas melayani satker dalam proses pencairan dana APBN, melatih 
ketelitian praktikan dalam melakukan penginputan data ke dalam aplikasi, serta 
dapat belajar mengambil keputusan ketika menghadapi kendala dalam mengerjakan 
tugas yang diberikan. 
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 Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat-Nya sehingga saya dapat melaksanakan serta 
menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII. 
 Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dibuat dalam rangka 
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Ahli Madya pada 
Program Studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 Selama melaksanakan dan menyusun laporan PKL, saya mendapat 
bantuan serta dukungan dari beberapa pihak sehingga dapat 
menyelesaikan laporan PKL ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima 
kasih kepada: 
1. Kedua orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan baik 
moral maupun materiil. 
2. Dr. Dedi Purwana ES, M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
3. Dr. Etty Gurendrawati, M.Si, Ak., selaku Koordinator Program 
Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
4. Hafifah Nasution, SE., MS, Ak., selaku Dosen Pembimbing yang 






5. Fathurrahman, S.E., selaku Kepala Sub Bagian Umum KPPN 
Jakarta VII. 
6. Ahmad Adi Prasetyo, S.E., selaku Kepala Seksi Pencairan Dana 
KPPN Jakarta VII. 
7. Setiyono, S.E., selaku Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi sekaligus 
Pembimbing praktikan dalam melaksanakan kegiatan PKL di 
KPPN Jakarta VII. 
8. Kakak-kakak On Job Training (OJT) KPPN Jakarta VII yang turut 
membimbing dan membantu selama pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan ini. 
9. Seluruh karyawan KPPN Jakarta VII yang telah membantu dan 
bekerjasama dengan baik selama pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan ini. 
10. Teman-teman D3 Akuntansi 2 yang senantiasa memberikan 
dukungan serta saran dalam penyusunan laporan PKL. 
 Praktikan menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam 
pelaksanaan maupun penyusunan laporan PKL. Oleh karena itu, kritik dan 
saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dalam proses 
penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, semoga penyusunan 
laporan ini dapat bermanfaat bagi praktikan serta pembaca. 
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan  
Dunia  kerja saat ini menuntut perguruan tinggi untuk menghasilkan 
lulusan-lulusan yang dapat bersaing dengan kompetitif serta dapat 
beradaptasi dengan lingkungan kerja dan siap menerima tantangan. 
Perkembangan ilmu pengetahuan sudah sangat pesat sehingga 
mengharuskan orang-orang serta perusahaan atau instansi untuk dapat 
mengikuti perkembangan tersebut agar nantinya tidak tertinggal maupun 
kalah bersaing. Teknologi yang semakin canggih dapat membantu 
menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan efisien. Akan tetapi, kemajuan 
teknologi tersebut harus didukung oleh kemampuan sumber daya manusia 
yang handal. Oleh karena itu, kualitas dan kemampuan sumber daya 
manusia harus seimbang dengan kualitas teknologi saat ini.  
Menurut Handoko (1997), sumber daya manusia merupakan salah 
satu faktor penting dalam menjalankan kegiatan sebuah perusahaan. Tanpa 
adanya sumber daya manusia, kelangsungan kegiatan operasional 
perusahaan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Sumber daya manusia 
yang dibutuhkan oleh perusahaan harus memiliki keahlian sesuai dengan 
bidang pekerjaan yang terdapat pada perusahaan. 
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  Setiap manusia dituntut untuk dapat memiliki keahlian karena hal 
tersebut merupakan suatu syarat yang diperlukan untuk memasuki dunia 
kerja. Oleh karena itu, seseorang harus memiliki bekal keahlian untuk dapat 
bersaing dengan para calon tenaga kerja lainnya.  
Pendidikan merupakan suatu sarana untuk membantu menghasilkan 
sumber daya manusia yang berkualitas (Hermawan, 2007). Melalui 
pendidikan, mereka akan mendapatkan ilmu pengetahuan serta kompetensi 
untuk dapat bersaing di dalam dunia kerja. 
Universitas Negeri Jakarta merupakan salah satu perguruan tinggi di 
Indonesia berupaya untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang 
mampu bersaing dalam dunia kerja serta memiliki keahlian dan kualitas 
yang dibutuhkan baik oleh instansi maupun perusahaan. Tidak hanya 
memiliki kualitas dalam bidang ilmu pengetahuan, lulusan-lulusan dari 
Universitas Negeri Jakarta diharapkan memiliki moral dan attitude yang 
baik sehingga dapat bersikap sesuai dengan standar perusahaan dan menjaga 
nama baik universitas.  
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Universitas Negeri Jakarta 
dalam rangka menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas adalah dengan 
melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan. Praktik Kerja Lapangan 
merupakan kegiatan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa 
Universitas Negeri Jakarta untuk dapat merasakan dunia kerja, 
mendapatkan pengetahuan baru yang tidak didapat dari bangku perkuliahan, 




yang didapat dari perkuliahan.  Dengan kata lain, Praktik Kerja Lapangan 
merupakan suatu bentuk kegiatan pengimplementasian mengenai 
kemampuan mahasiswa terkait materi pembelajaran yang didapat selama 
masa perkuliahan.  
Dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja lapangan, mahasiswa 
dilatih untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja. Selain itu, 
mahasiswa akan memperoleh pengetahuan dan informasi dari instansi atau 
perusahaan tempat dilaksanakannya kegiatan praktik kerja lapangan 
tersebut. Dengan begitu, mahasiswa dapat melatih mental dan keterampilan 
yang dimiliki, serta siap menghadapi tantangan dalam dunia kerja. 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
1. Maksud PKL 
Adapun maksud dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini adalah: 
a. Untuk memenuhi persyaratan perkuliahan Program Studi D3 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
b. Untuk mempelajari bidang akuntansi secara langsung pada instansi 
atau perusahaan tempat dilaksanakannya kegiatan PKL. 
c. Untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah didapat di 
perkuliahan. 






2. Tujuan PKL 
Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini adalah: 
a. Menambah wawasan, pengalaman dan keterampilan yang dimiliki 
praktikan tentang dunia kerja. 
b. Memberikan gambaran umum tentang pengaplikasian bidang 
akuntansi dalam dunia kerja. 
c. Meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab serta kemampuan 
bersosialisasi praktikan agar dapat bersaing di dunia kerja. 
d. Meningkatkan kemampuan praktikan dalam menyelesaikan 
pekerjaan. 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Kegiatan PKL ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu: 
1. Bagi Praktikan 
 Adapun manfaat adanya kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini bagi 
praktikan adalah: 
a. Meningkatkan wawasan, pengetahuan serta pengalaman praktikan. 
b. Meningkatkan kreativitas, kedisiplinan dan kemampuan bekerja 
praktikan dalam menyelesaikan pekerjaan. 





2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
 Adapun manfaat adanya kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini bagi 
FE UNJ adalah: 
a. Membina hubungan baik dengan instansi atau perusahaan yang 
terkait. 
b. Memberikan gambaran kepada para mahasiswa mengenai dunia 
kerja yang sebenarnya. 
c. Dapat mempersiapkan lulusan yang berkualitas dan siap 
menghadapi dunia kerja. 
d. Sebagai bahan evaluasi mengenai program pendidikan agar dapat 
menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan dibutuhkan 
oleh perusahaan. 
3. Bagi KPPN Jakarta VII 
 Adapun manfaat bagi KPPN Jakarta VII tempat praktikan 
melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut: 
a. Dengan adanya kegiatan PKL ini, praktikan dapat membantu 
menjalankan kegiatan operasional yang dilakukan oleh karyawan 
terkait dengan bidang kerja praktikan. 
b. Menumbuhkan kerjasama antara instansi dan universitas sehingga 
menimbulkan peluang lulusan FE UNJ khususnya jurusan akuntansi 
untuk dapat bekerja di instansi tersebut. 
c. Membantu universitas dalam menyiapkan calon tenaga kerja yang 




D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
  Tempat praktikan melaksanakan kegiatan PKL ini adalah Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII. Selama 
melaksanakan kegiatan PKL di KPPN Jakarta VII praktikan ditempatkan  di 
seksi Pencairan Dana dan Verifikasi Akuntansi.  
  Adapun profil KPPN Jakarta VII adalah: 
Alamat Instansi : Jalan Otto Iskandardinata No. 53 Jakarta Timur  
Telepon   : 021-85915424 
Fax   : 021-85915426 
Website  : www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta7/id/ 
  Praktikan memilih KPPN Jakarta VII sebagai tempat PKL karena 
diantara 3 tempat PKL yang praktikan tuju yakni PT. Kimia Farma, KAP 
Thomas & Rekan, dan KPPN Jakarta VII, hanya KPPN Jakarta VII yang 
memberi kesempatan kepada praktikan untuk melaksanakan kegiatan PKL. 
Selain itu, lokasi KPPN Jakarta VII yang dekat dari tempat tinggal membuat 
praktikan memilih KPPN Jakarta VII sebagai tempat PKL karena akan 
menghemat waktu dan biaya.  
E. Jadwal dan Waktu PKL 
  Jadwal dan waktu pelaksanaan kegiatan PKL ini dibagi menjadi 3 
tahapan, yaitu: 
1. Tahap Persiapan 
  Dalam tahap persiapan melakukan PKL, praktikan mengajukan 




perusahaan/instansi yang praktikan tuju. Pertama, praktikan membuat 
surat permohonan yang akan diajukan kepada PT. Kimia Farma. 
Praktikan mengajukan surat pengantar dari Gedung R Fakultas Ekonomi. 
Kemudian, praktikan meminta persetujuan Kepala Program Studi 
(Kaprodi) D3 Akuntansi melalui surat pengantar yang telah diberikan 
oleh Fakultas. Setelah itu, praktikan mengurus permohonan pelaksanaan 
kegiatan PKL di Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan 
Masyarakat (BAKHUM) Kampus A Universitas Negeri Jakarta yang 
ditujukan ke PT. Kimia Farma. Setelah surat permohonan dibuat, 
praktikan langsung memberikan surat tersebut kepada PT. Kimia Farma 
beserta dengan persyaratan lainnya, seperti CV dan sertifikat yang 
berkaitan dengan program studi yang sedang dijalani oleh praktikan. 
Setelah 2 minggu, praktikan belum mendapat kabar mengenai konfirmasi 
bahwa praktikan diterima untuk melaksanakan PKL di PT. Kimia Farma. 
Setelah tidak ada konfirmasi dari PT. Kimia Farma, praktikan segera 
mencari alternatif lain. Pada awal bulan Mei, praktikan mencoba 
mengajukan permohonan kepada KAP Thomas & Rekan. Praktikan 
mengajukan permohonan dengan melampirkan surat permohonan PKL 
yang praktikan buat sendiri, serta CV dan sertifikat brevet perpajakan 
milik praktikan. Setelah seminggu, KAP Thomas & Rekan memberikan 
kabar bahwa praktikan tidak dapat melaksanakan kegiatan PKL di KAP 
tersebut karena KAP Thomas & Rekan hanya menerima magang dari 




permohonan pelaksanaan PKL yang akan ditujukan kepada KPPN 
Jakarta VII. Praktikan mengajukan surat pengantar dari Gedung R 
Fakultas Ekonomi. Kemudian, praktikan meminta persetujuan Kepala 
Program Studi (Kaprodi) D3 Akuntansi melalui surat pengantar yang 
telah diberikan oleh Fakultas. Setelah itu, praktikan mengurus 
permohonan pelaksanaan kegiatan PKL di Biro Akademik, 
Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat (BAKHUM) Kampus A 
Universitas Negeri Jakarta yang ditujukan ke KPPN Jakarta VII. Setelah 
surat permohonan dibuat, praktikan langsung memberikan surat tersebut 
kepada KPPN Jakarta VII (Lampiran 1, Halaman 55). Pada tanggal 28 
Mei 2018, pihak KPPN Jakarta VII memberikan surat konfirmasi atau 
balasan yang memberikan informasi bahwa permohonan praktikan untuk 
melaksanakan kegiatan PKL di kantor tersebut disetujui (Lampiran 2, 
Halaman 56). 
2. Tahap Pelaksanaan 
  Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di KPPN Jakarta VII selama 
40 hari dimulai pada tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 
yang dilaksanakan setiap hari kerja dimulai pukul 08.00 WIB sampai 
dengan pukul 17.00 WIB dan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai 






3. Tahap Pelaporan 
  Praktikan menyusun laporan PKL berdasarkan apa yang telah 
dilaksanakan praktikan selama kegiatan PKL di KPPN Jakarta VII. 
Penyusunan laporan PKL ini merupakan salah satu syarat untuk 
menyelesaikan Program Studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. Data-data yang dibutuhkan untuk menyusun 
laporan PKL praktikan dapatkan selama melaksanakan kegiatan PKL 
yang dibimbing oleh Kepala Seksi dimana praktikan ditempatkan. 
Praktikan mulai menyusun laporan PKL pada bulan Agustus 2018. 
Praktikan menyusun laporan PKL sesuai dengan pedoman yang telah 






TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
 
A. Sejarah KPPN Jakarta VII 
  Sejak zaman kolonial Belanda, urusan perbendaharaan negara di 
daerah telah dilaksanakan oleh Central Kantoor Vor de Comptabiliteit 
(CKC) yang memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan fungsi 
ordonansering. Fungsi Ordonansering meliputi menerapkan undang-undang 
dan peraturan-peraturan dalam bidang perbendaharaan, melakukan 
penyaluran pembiayaan atas beban anggaran belanja daerah, melakukan 
pemeriksaan dan pengujian atas surat-surat  permintaan pembayaran  dan 
menerbitkan surat-surat penagihan terkait pembayaran gaji yang tidak 
berhak diterima oleh pegawai yang bersangkutan. 
Central Kantoor Vor de Comptabiliteit (CKC) kemudian mengalami 
perubahan nama menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
(KPPN).  Selain itu, ada pula S’Land (Kantor Kas Negara) yang mempunyai 
wewenang atau fungsi Bendahara Umum. Pemberian wewenang dalam 
melaksanakan fungsi perbendaharaan kepada KPPN dilakukan berdasarkan 
Keputusan Menteri Keuangan tanggal 17 Oktober 1950 Nomor 
214988/PKN. Kemudian, berdasarkan SK Menteri Pendapatan Pembiayaan 
dan Pengawasan tanggal 22 Desember 1964 Nomor KPPN/1/64, nama 
KPPN dan KKN digabung menjadi KBN (Kantor Bendahara Negara) yang 





Seiring dengan berjalannya waktu, dikeluarkan Keputusan Menteri 
Keuangan pada tanggal 1 April dengan Nomor KEP-405/MK/6/4/75 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Kantor 
Bendahara Negara (KBN) kemudian mengalami perubahan nama dan 
dibagi menjadi 2, yaitu Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan Kantor 
Kas Negara (KKN). Sejalan dengan kemajuan pembangunan yang sedang 
dilaksanakan dari arus pembayaran dan pengawasan, KPN dan KKN 
digabung menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). 
Keputusan penggabungan KPN dan KKN diatur dalam SK Menteri 
Keuangan tanggal 12 Juni 21989 Nomor 645/KMK.01/1989 yang berlaku 
efektif pada tanggal 1 April 1990. 
Pada tahun 2004, dikeluarkan keputusan Menteri Keuangan RI 
Nomor 303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang perubahan nama 
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) menjadi Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN). KPPN terbentuk seiring dengan adanya 
reorganisasi lingkungan Kementerian Keuangan sebagai bagian dari 
implementasi Reformasi Birokrasi dibidang keuangan negara. 
KPPN diharapkan dapat melaksanakan fungsi sebagai Bendahara 
Umum Negara  dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 
masyarakat secara cepat, tepat, dan sistematis. KPPN mempunyai tugas 
melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, 




penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui kas negara berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI 302/KMK.01/2004 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, KPPN 
terdiri dari 5 seksi, yaitu: 
1. Subbagian Umum 
2. Seksi Perbendaharaan I 
3. Seksi Perbendaharaan II 
4. Seksi Bendahara Umum 
5. Seksi Verifikasi dan Akuntansi  
Pada Tahun 2012, pembentukan KPPN Jakarta VII dilatarbelakangi 
oleh volume pekerjaan yang besar dimana lebih dari 70% APBN 
direalisasikan di  Jakarta. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara 
dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kecepatan dan 
ketepatan proses pencairan dana setiap tahunnya. Guna meningkatkan 
efektivitas pelayanan sekaligus mendukung kelancaran penyerapan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Menteri Keuangan 
menetapkan KPPN Jakarta VII sebagai KPPN baru di DKI Jakarta. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor  
169/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Keputusan 




Beban Kerja KPPN Jakarta VII, KPPN Jakarta VII resmi beroperasi mulai 
1 Desember 2013. KPPN Jakarta VII diresmikan pada tanggal 27 Februari 
2014 oleh Dirjen Perbendaharaan. 
Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan merupakan salah satu 
instansi dibawah naungan Kementerian Keuangan. Selain Ditjen 
Perbendaharaan, terdapat beberapa Ditjen yaitu Ditjen Anggaran, Ditjen 
Pajak, Ditjen Bea & Cukai, dan Ditjen Kekayaan Negara. KPPN merupakan 
instansi di bawah naungan Ditjen Perbendaharaan dalam memberikan 
fungsi pelayanan perbendaharaan Negara. Dalam pelaksanaan kegiatannya, 
KPPN bertangungjawab kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. 
KPPN Jakarta VII bertanggung jawab  kepada Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.  
Pada tahun 2017, KPPN Jakarta VII melayani 278 Satuan Kerja 
(satker) yang terdiri dari 14 Bagian Anggaran (Kementerian/Lembaga) 
yaitu 6 Kementerian dan 8 Lembaga. Pada tahun 2018, KPPN Jakarta VII 
ditugaskan untuk memberikan pelayanan optimal kepada 14 
Kementerian/Lembaga yang meliputi 259 satker, diantaranya Kementerian 
Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Ketenagakerjaan, DPR, 





1. Visi Misi KPPN Jakarta VII 
a. Visi  
Adapun visi KPPN Jakarta VII adalah sebagai berikut: 
“Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang 
profesional, modern, transparan, dan akuntabel” 
b. Misi 
Adapun visi KPPN Jakarta VII adalah sebagai berikut: 
1) Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, 
jumlah dan tepat waktu. 
2) Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel. 
3) Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat 
dan tepat waktu. 
4) Memberikan pelayanan prima kepada stakeholders. 
2. Moto, Janji dan Maklumat KPPN Jakarta VII 
  Dalam memberikan pelayanannya, KPPN Jakarta VII memiliki 
pedoman dan aturan yang mengikat sehingga pelayanan yang diberikan 
dapat semaksimal mungkin. KPPN Jakarta VII memiliki moto “Disiplin 
dalam Bekerja, Prima dalam Pelayanan”. Moto ini sangat dijunjung 
tinggi oleh segenap pegawai KPPN Jakarta VII dalam memberikan 
pelayanannya kepada instansi-instansi pemerintah dibawah naungan 
KPPN Jakarta VII. 
  Selain moto, KPPN Jakarta VII juga memiliki janji dalam melayani 
instansi-instansi pemerintah yaitu “Pelayanan adalah Tekad Kami, 




Jakarta VII diharapkan dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin 
sehingga akan menjamin kenyamanan bagi instansi-instansi pemerintah. 
  KPPN Jakarta VII juga memiliki maklumat pelayanan sebagai 
aturan mengikat mengenai pelayanan yang diberikan oleh KPPN Jakarta 
VII. Adapun isi maklumat pelayanan KPPN Jakarta VII yaitu “Dengan 
ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai 
standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, 
kami siap menerima sanksi peraturan Perundang-Undangan yang 
berlaku”. Dengan adanya maklumat ini, pegawai KPPN Jakarta VII harus 
melayani instansi-instansi terkait sesuai dengan standar pelayanan yang 
berlaku, serta menerima sanksi apabila melakukan hal-hal diluar standar 
 pelayanan. 
3. Slogan KPPN Jakarta VII 
KPPN Jakarta VII memiliki slogan yang menjadi cerminan kegiatan 
KPPN Jakarta VII. Slogan KPPN Jakarta VII yaitu “Harus Maju”. Slogan 
tersebut memiliki arti sebagai berikut: 
a. Senantiasa maju menyempurnakan pelayanan dalam segala sisi. 
b. Tidak pernah berhenti di satu titik walaupun sudah mendapat 
pengakuan kepuasan, mengingat tingkat harapan akan pelayanan 
senantiasa meningkat, senantiasa maju mewujudkan pelayanan 
melalui harapan. 





4. Tujuan dan Sasaran 
a. Tujuan 
      Adapun tujuan dari KPPN Jakarta VII adalah sebagai berikut: 
1) Memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, profesional dan 
berintegritas tinggi sebagai aparatur pemerintah yang mampu 
menghadapi segala tantangan. 
2) Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam 
penyaluran dana APBN. 
3) Mewujudkan KPPN Jakarta VII sebagai model kantor pelayanan 
percontohan yang bersih dan transparan. 
b. Sasaran  
       KPPN Jakarta VII memiliki sasaran-sasaran guna mewujudkan 
tujuan yang telah ditetapkan yaitu: 
1) Tersedianya SDM yang berkualitas melalui pemenuhan hak dan 
kewajiban pegawai serta penyelenggaraan diklat dan Gugus 
Kendali Mutu (GKM). 
2) Tersedianya dana, sarana dan prasarana kantor yang memadai 
guna menunjang pelaksanaan tugas pokok. 
3) Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan yang baik. 
4) Tersalurnya dana APBN berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
5) Terpenuhinya laporan pertanggungjawaban Bendahara Umum 
berdasarkan ketentuan yang berlaku. 





5. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan instansi yang berada 
dibawah naungan Kementerian Keuangan. Dalam kegiatannya, 
Kementerian Keuangan memiliki nilai-nilai yang dibuat sebagai standar 
atau pedoman dalam mencerminkan Kementerian Keuangan. Nilai-nilai 
tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan. 
KPPN Jakarta VII merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan yang berarti bahwa KPPN Jakarta VII merupakan 
instansi dibawah naungan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, 
KPPN Jakarta VII menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai 
Kementerian Keuangan.  Adapun nilai-nilai kementerian keuangan yang 
dimaksud adalah sebagai berikut: 
a. Integritas 
Memiliki karakteristik integritas berupa konsistensi antara 
tindakan dan nilai yang diwujudkan melalui sikap yang jujur dan 
konsisten, berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik 
dan benar, berpegang teguh pada komitmen serta memenuhi kode 
etik pegawai dan prinsip-prinsip moral. 
b. Profesionalisme 
Nilai intelektual yang teraktualisasi dalam kecerdasan, kerja 
keras, kreativitas, bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi 




tugas dan melayani stakeholders dengan penuh tanggung jawab yang 
mengacu pada komitmen meraih hasil yang terbaik. 
c. Sinergi 
        Membangun dan memastikan bahwa hubungan kerjasama 
internal berjalan secara produktif serta kemitraan yang harmonis 
dengan para pemangku. 
d. Pelayanan 
Memberikan layanan yang dapat memenuhi kepuasan 
pemangku kepentingan dan dilakukan dengan sepenuh hati, 
transparan, cepat, akurat dan aman. 
e. Kesempurnaan 
Senantiasa berusaha melakukan perbaikan di segala bidang 
untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. 
6. Budaya KPPN Jakarta VII 
KPPN Jakarta VII memiliki budaya kerja yang harus dipatuhi oleh 
semua komponen yang ada di dalam KPPN Jakarta VII, yaitu: 
a. Satu Hari Satu Informasi 
 KPPN pintar terdapat di setiap dekstop pegawai KPPN 
Jakarta VII. Setiap pegawai KPPN Jakarta VII dapat mengakses 
semua informasi terkait peraturan-peraturan, update aplikasi dan 




lainnya adalah Briefing Pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin dan 
Rabu sebelum jam pelayanan dan Whatsapp grup pegawai. 
b. Dua Menit Sebelum Jadwal 
 Dua menit sebelum jadwal dicerminkan dalam setiap 
kegiatan yang diselenggarakan oleh KPPN Jakarta VII, seperti 
Bimbingan Teknis (Bimtek), Sosialisasi, Gugus Kendali Mutu 
(GKM) dan Morning Talk. 
c. 3S (Senyum, Sambut, Sapa) 
 KPPN Jakarta VII selalu menerapkan service excellent 
dalam setiap pelayanan kepada Stakeholders seperti one stop 
service, transparan, akuntabel,  menggunakan teknologi informasi, 
bersih dari korupsi dan layanan zero cost. Terlihat mulai dari petugas 
satpam di pintu masuk sampai dengan petugas front office yang 
selalu menyambut dan menyapa dengan ramah para Stakeholder, 
siap membantu, melayani dan memberikan solusi terbaik setiap 
permasalahan stakeholder dan tidak lupa memberikan senyum 5 
jarinya. 
d. Plan, Do, Check, Action 
 Morning Talk setiap hari Senin dan Rabu yang dilaksanakan 
di pagi hari sebelum jam pelayanan sebagai media untuk membahas 
dan mereview setiap pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam 
sepekan. Kegiatan ini juga sebagai monitoring kedisiplinan pegawai 




e. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin 
 Setiap pegawai dituntut untuk membiasakan diri 
membersihkan dan merapikan meja kerja masing-masing sebelum 
pulang kantor. Dengan menetapkan ringkas, rapi, resik, rawat dan 
rajin diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman 
bagi para pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai. 
7. Penghargaan yang telah diperoleh 
  Berikut merupakan penghargaan yang telah diperoleh KPPN Jakarta 
VII: 
a. TMR Terbaik Pertama Tahun 2017 
  Treasury Management Representative (TMR) bertugas 
mendukung pelaksanaan fungsi pembinaan dan bimbingan teknis 
instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Di tahun 2017, 
salah satu pegawai KPPN Jakarta VII memperoleh penghargaan 
sebagai “Treasury Management Representative terbaik Pertama”. 
b. Change Agent Terbaik 
  Change Agent diharapkan dapat menjadi pionir sekaligus 
penggerak perubahan yang dimulai dengan mind-shifting terhadap 
pola kerja dan penigmplementasian Nilai-Nilai Kementerian 
Keuangan dan Program Budaya Kementerian Keuangan di 















Gambar II. 1 - Struktur Organisasi KPPN Jakarta VII 
Sumber: Dokumen KPPN Jakarta VII 
 
Berikut merupakan tugas dan fungsi dari masing-masing seksi di 
KPPN Jakarta VII: 
1. Kepala Kantor 
KPPN Jakarta VII dipimpin oleh seorang kepala kantor. Kepala 
kantor memiliki tugas dan wewenang dalam mengatur jalannya kegiatan 
di KPPN Jakarta VII. Kepala kantor juga bertugas memonitoring 
pegawai-pegawai KPPN Jakarta VII dalam melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan bagiannya masing-masing. 
2. Sub Bagian Umum 
Sub Bagian Umum dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Umum dan 
memiliki 8 staff yang bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian 




melakukan pengelolaan organisasi, kinerja, sumber daya manusia 
(SDM), keuangan, tata usaha dan pengelolaan rumah tangga. 
3. Seksi Pencairan Dana 
 Seksi Pencairan Dana dikepalai oleh Kepala Seksi Pencairan 
Dana dan memiliki 20 staff yang bertanggung jawab kepada Kepala Seksi 
Pencairan Dana. Seksi pencairan dana mempunyai beberapa fungsi yaitu: 
a. Melakukan pengujian resume tagihan, surat perintah membayar 
(SPM) dan surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja badan 
layanan umum (BLU), penerbitan surat tanggapan koreksi. 
b. Melakukan pengelolaan data kontrak, data pemasok (supplier), dan 
belanja satuan kerja. 
c. Melakukan pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang. 
d. Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satuan 
kerja. 
4. Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal (MSKI) 
 Seksi MSKI dikepalai oleh Kepala Seksi MSKI dan memiliki 6 
staff yang bertanggung jawab kepada Kepala Seksi MSKI. Seksi MSKI 
mempunyai beberapa fungsi yaitu: 
a. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan 
perbendaharaan. 
b. Supervisi teknis sistem perbendaharaan dan anggaran negara 





c. Pemantauan standar kualitas layanan KPPN dan penyedia layanan 
perbendaharaan. 
5. Seksi Bank 
Seksi Bank dikepalai oleh Kepala Seksi Bank dan memiliki 5 staff 
yang bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bank. Seksi bank memiliki 
beberapa fungsi yaitu: 
a. Melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana, penerbitan surat 
perintah pencairan dana (SP2D). 
b. Menerbitkan daftar tagihan, pegelolaan rekening pemerintah, 
penatausahaan penerimaan negara, penyelesaian retur, pengujian 
permintaan pengembalian penerimaan negara, konfirmasi dan 
koreksi data transaksi penerimaan, helpdeks penerimaan negara, 
pengelolaan dokumen sumber data analisis data penerimaan pihak 
ketiga (PFK). 
c. Melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak 
(PNBP), supervisi implementasi cash management system pada 
rekening bendahara. 
d. Melakukan monitoring dan evaluasi pada kredit program. 
6. Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Vera) 
Seksi Vera dikepalai oleh Kepala Seksi Vera dan memiliki 5 staff 
yang bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Vera. Seksi verifikasi dan 




a. Melakukan verifikasi dokumen pembayaran dan rekonsiliasi data 
laporan keuangan. 
b. Melakukan pembinaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) 
bendahara. 
c. Melakukan penyusunan laporan keuangan Bendahara Umum 
Negara (BUN) tingkat UAKBUN Daerah, laporan realisasi dan 
analisis kinerja anggaran. 
d. Melakukan pencatatan pengesahan hibah langsung dalam bentuk 
barang. 
e. Menerbitkan dokumen pengembalian penerimaan. 
C. Kegiatan Umum KPPN Jakarta VII 
       KPPN sebagai Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
memiliki kegiatan umum sebagai berikut: 
1. Pencairan Dana 
Pengajuan pencairan dana dilakukan dengan melampirkan Surat 
Perintah Membayar (SPM). Surat perintah yang dapat diajukan untuk 
dilakukan pencairan dana adalah: 
a. SPM LS Belanja Pegawai 
SPM LS Belanja Pegawai adalah Surat Perintah Membayar 
Langsung yang dikeluarkan oleh pengguna anggaran/ kuasa 
pengguna anggaran kepada pegawai. Dana yang dicairkan akan 
langsung masuk ke rekening pegawai sesuai dengan nominal yang 




b. SPM Bendahara 
 SPM Bendahara adalah Surat Perintah Membayar yang 
dikeluarkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran 
kepada Bendahara. Dana yang dicairkan akan langsung diberikan 
kepada Bendahara sesuai dengan nominal yang tertera pada SPM 
yang diajukan. 
c. SPM Pihak Ketiga 
SPM Pihak Ketiga adalah Surat Perintah Membayar yang 
dikeluarkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran 
kepada pihak ketiga (rekanan) atas perjanjian kontrak kerja yang 
telah dibuat sebelumnya. Dana yang dicairkan akan langsung 
dibayarkan kepada pihak ketiga sesuai dengan nominal yang tertera 
pada SPM yang diajukan. 
d. SPM UP 
Uang Persediaan (UP) adalah uang yang disediakan oleh 
masing-masing satuan kerja untuk melaksanakan kegiatan 
operasional sehari-hari. SPM Uang Persediaan (UP) adalah Surat 
Perintah Membayar yang dikeluarkan oleh pengguna anggaran/ 
kuasa pengguna anggaran yang dananya dipergunakan sebagai 






e. SPM TUP 
 SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah Surat Perintah 
Membayar yang dikeluarkan oleh pengguna anggaran/ kuasa 
pengguna anggaran karena dana yang dibutuhkan melebihi anggaran 
uang persediaan yang ditetapkan. 
f. SPM GUP 
 SPM Ganti Uang Persediaan (GUP) adalah Surat Perintah 
Membayar yang dikeluarkan oleh pengguna anggaran/ kuasa 
pengguna anggaran yang dananya dipergunakan untuk mengganti 
uang persediaan yang telah dipakai. 
g. RETUR SP2D 
 Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen 
penolakan/pengembalian atas transfer pencairan dana APBN dari 
Bank/Kantor Pos Penerima kepada Bank/Kantor Pos Pengirim. 
h. RALAT SPM 
Ralat SPM adalah dokumen yang diajukan oleh satuan kerja 
dalam melakukan koreksi data SPM yang telah diterbitkan SP2D 
oleh KPPN atas SPM yang telah diajukan sebelumnya. 
i. SKPP 
Surat Keterangan Penghentian Pembayaran adalah surat 




dihentikannya pembayaran yang dibuat oleh oleh pengguna 
anggaran/ kuasa pengguna anggaran.  
Penyampaian SPM dilakukan oleh petugas pengantar SPM yang sah 
dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Petugas pengantar SPM menyampaikan SPM beserta dokumen 
pendukung dan arsip data komputer (ADK) SPM yang sudah 
diinjeksi dengan PIN pejabat penandatanganan surat perintah 
membayar (PPSPM) melalui Front Office penerimaan SPM pada 
KPPN. 
b. Petugas pengantar SPM yang telah memiliki Kartu Identitas Petugas 
Satker (KIPS) harus menunjukkan KIPS tersebut pada saat 
menyampaikan SPM kepada petugas front office. 
c. Dalam hal SPM tidak dapat disampaikan secara langsung ke KPPN, 
penyampaian SPM beserta dokumen pendukung dan ADK SPM 
dapat melalui Kantor Pos/ Jasa Pengiriman resmi ( dengan cara KPA 
terlebih dahulu menyampaikan konfirmasi/pemberitahuan kepada 
Kepala KPPN). 
2. Pelaporan Keuangan 
Pada layanan pelaporan keuangan, KPPN Jakarta VII melakukan 
beberapa kegiatan yaitu: 
a. Melakukan rekonsiliasi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran  




yang ingin direkonsiliasi ke dalam aplikasi e-rekon. Rekonsiliasi 
laporan keuangan antara UAKPA dengan KPPN dilaksanakan setiap 
bulan. Pelaksanaan rekonsiliasi dilakukan paling lambat 14 hari 
kerja setelah bulan bersangkutan berakhir. 
b. Melakukan reklasifikasi setoran uang persediaan (UP). 
c. Membuat surat keterangan telah dibukukan (SKTB) yang dibuat 
oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN atas pendapatan dan/atau 
penerimaan negara yang telah dibukukan oleh KPPN. 
d. Membuat surat keputusan persetujuan pembayaran pengembalian 
pendapatan (SKP4) yang berfungsi sebagai dasar pengembalian 
pendapatan dan/atau penerimaan. 
3. Bank/Giro Pos 
 Layanan bank/giro pos yang terdapat di KPPN Jakarta VII 
memiliki beberapa kegiatan yaitu: 
a. Melakukan pembukaan rekening pemerintah. 
b. Melakukan perbaikan data atas kesalahan penerimaan negara bukan 
pajak (PNBP). 
c. Melakukan konfirmasi atau legalisasi surat setoran 
(SSP/SSBP/SSPB) yang telah dibayarkan melalui bank/pos persepsi. 
d. Menerbitkan surat perintah membayar (SPM) pengembalian. 
4. Pengajuan KIPS 
Dalam rangka penyampaian SPM dan pengambilan SP2D, Kuasa 




SP2D. Petugas pengantar SPM harus memiliki Kartu Identitas Petugas 
Satker (KIPS). KIPS dapat dibuat di KPPN dengan melampirkan 
beberapa dokumen yang diperlukan, seperti surat penunjukan sesuai 
format, fotokopi KTP/SIM/identitas lainnya, foto berwarna terbaru 
ukuran 4x6. 
5. Pembuatan Personal Identification Number Petugas Pengantar Surat 
Perintah Membayar (PIN PPSPM) 
PIN PPSPM yang akan dibuat merupakan sebuah tanda tangan 
elektronik PPSPM berbentuk sederet angka yang dibuat dan dimiliki oleh 
PPSPM yang berfungsi sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM 
yang akan dikenali dan diverifikasi autentikasinya oleh sistem KPPN 
pada saat PPSPM mengajukan pencairan dana, pendaftaran supplier, 









PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
 
A. Bidang Kerja 
  Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII selama 40 hari. KPPN Jakarta 
VII bertempat di Jalan Otto Iskandardinata No. 53 Jakarta Timur. Selama 
melaksanakan kegiatan PKL di KPPN Jakarta VII, praktikan ditempatkan 
di seksi Pencairan Dana dan Verifikasi Akuntansi. Seksi Pencairan Dana 
bertugas melayani satuan kerja (satker) mulai dari proses pendaftaran 
tagihan sampai dengan penyetujuan proses pencairan dana yang nantinya 
akan dilanjutkan pada seksi bank. Seksi Verifikasi Akuntansi bertugas 
melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban yang telah diajukan oleh 
satker. Praktikan ditempatkan pada seksi Pencairan Dana dan Verifikasi 
Akuntansi untuk membantu karyawan pada bagian tersebut dalam 
melaksanakan tugasnya. Praktikan ditempatkan pada seksi Pencairan Dana 
yang dipimpin oleh Bapak Adi dan seksi Verifikasi Akuntansi yang 
dipimpin oleh Bapak Setiyono selaku pembimbing praktikan selama 
melaksanakan kegiatan PKL di KPPN Jakarta VII. Selama mengerjakan 
tugas yang diberikan, praktikan dibantu oleh Bapak Rodjali & Bapak Rinto 






 Dalam kegiatannya, Seksi Pencairan Dana secara umum memiliki tugas 
sebagai berikut: 
1. Melakukan pengujian resume tagihan, surat perintah membayar 
(SPM) dan surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja badan 
layanan umum (BLU), penerbitan surat tanggapan koreksi. 
2. Melakukan pengelolaan data kontrak, data pemasok (supplier), dan 
belanja satuan kerja. 
3. Melakukan pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang. 
4. Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satuan 
kerja. 
Dalam kegiatannya, Seksi Verifikasi Akuntansi secara umum 
memiliki tugas sebagai berikut: 
1. Melakukan verifikasi dokumen pembayaran dan rekonsiliasi data 
laporan keuangan. 
2. Melakukan pembinaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) 
bendahara. 
3. Melakukan penyusunan laporan keuangan Bendahara Umum 
Negara (BUN) tingkat UAKBUN Daerah, laporan realisasi dan 
analisis kinerja anggaran. 
4. Melakukan pencatatan pengesahan hibah langsung dalam bentuk 
barang. 






 Pada saat pelaksanaan kegiatan PKL, pekerjaan yang dilakukan 
praktikan antara lain sebagai berikut: 
1. Seksi Pencairan Dana 
a. Melakukan konversi Surat Perintah Membayar (SPM) milik Satuan 
Kerja (Satker) ke dalam aplikasi konversi. 
b. Mengupload Arsip Data Komputer (ADK) yang berisi Surat 
Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) kedalam 
aplikasi SPAN. 
c. Melakukan proses penyetujuan (approve) ADK yang telah diupload 
kedalam aplikasi SPAN. 
d. Mengelompokkan ADK yang terdiri dari SPM dan SSP beserta 
lampiran-lampirannya ke dalam kelompok satker yang akan 
diberikan kepada satker dan KPPN yang akan dijadikan arsip. 
2. Seksi Verifikasi Akuntansi 
a. Melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang 
diberikan oleh Satker. 
B. Pelaksanaan Kerja 
Selama melaksanakan kegiatan KPPN Jakarta VII, praktikan 
melaksanakan beberapa tugas. Pada hari pertama melaksanakan PKL, 
praktikan menemui Kepala Sub Bagian Umum untuk lapor diri. 
Selanjutnya, praktikan diperkenalkan kepada Kepala Seksi Bagian 
Pencairan Dana dan Verifikasi Akuntansi berserta staff-staffnya. Setelah itu, 





diberikan oleh pembimbing. KPPN Jakarta VII sebagai instansi pemerintah 
menggunakan aplikasi milik instansi yaitu Aplikasi Konversi dan SPAN. 
Aplikasi Konversi adalah aplikasi milik KPPN yang digunakan untuk 
melakukan konversi data SPM ke dalam database KPPN. Konversi tersebut 
dilakukan dengan melakukan scanning pada barcode yang tertera di 
masing-masing SPM. Setelah proses konversi selesai, akan muncul ADK 
yang nantinya akan digunakan sebagai lampiran ketika melakukan proses 
upload SPM. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) adalah 
sebuah sistem yang dirancang dengan mengintegrasikan proses 
penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan Negara sehingga 
diperoleh laporan keuangan akurat melalui proses yang akuntabel dan 
transparan. Melalui aplikasi SPAN, SPM akan diproses hingga disetujui 
untuk melakukan pencairan dana yang diajukan oleh satker sesuai dengan 
nominal yang tertera pada SPM.  
1. Seksi Pencairan Dana 
a. Melakukan konversi Surat Perintah Membayar (SPM) milik 
Satuan Kerja (Satker) ke dalam aplikasi konversi. 
Praktikan diberikan tugas untuk melakukan konversi SPM ke 
dalam aplikasi konversi. Kegiatan konversi ini pada dasarnya 
dilakukan oleh seksi Pencairan Dana. Tahap ini merupakan tahap 
awal bagi para satker dalam mengajukan proses pencairan dana 





dilakukan oleh praktikan dalam melakukan konversi SPM adalah 
sebagai berikut: 
1) Pertama, praktikan memastikan bahwa komputer yang akan 
digunakan sudah tersambung dengan koneksi internet guna 
mendukung kelancaran proses konversi SPM. Kemudian, 
praktikan membuka aplikasi konversi yang terdapat pada PC.  
2) Praktikan melakukan log in pada aplikasi konversi menggunakan 
username milik staff seksi pencairan dana (Lampiran 11, 
Halaman 71). 
3) Setelah proses log in selesai, praktikan memilih menu “File” 
kemudian menu “Konversi”. Pada menu “Konversi” terdapat 2 
pilihan menu yaitu Konversi ADK SPM dan Konversi ADK 
Kontrak. SPM yang diterima oleh praktikan merupakan SPM 
biasa dan bukan SPM Kontrak maka praktikan memilih menu 
“Konversi ADK SPM” (Lampiran 12, Halaman 72). 
4) Setelah itu, akan muncul tampilan awal yang harus diisi dengan 
data SPM yang diajukan. Kemudian, praktikan menerima KIPS, 
flashdisk yang berisi softcopy SPM dan hardcopy SPM beserta 
dokumen pendukungnya.  
5) Selanjutnya, praktikan melakukan scan barcode yang terdapat 
pada KIPS untuk memeriksa kesesuaian identitas petugas 






6) Kemudian praktikan melakukan penginputan data terkait SPM 
yang diajukan yang terdapat pada flashdisk yang diberikan oleh 
PPSPM. Praktikan menginput data SPM dengan menekan pilihan 
“ADK SPM”.  
7) Setelah menekan pilihan “ADK SPM” akan muncul data-data 
SPM yang terdapat pada flashdisk yang diberikan oleh PPSPM. 
Praktikan memilih softcopy SPM sesuai dengan hardcopy SPM 
yang diberikan oleh PPSPM dengan menyesuaikan nomor SPM 
yang tertera pada bagian atas SPM. 
8) Setelah memilih softcopy SPM yang akan di konversi, akan 
muncul rincian SPM pada tampilan konversi. Selanjutnya, 
praktikan melakukan scan barcode yang terdapat pada masing-
masing SPM untuk memastikan kesesuaian antara hardcopy SPM 
dan softcopy SPM yang sudah diinput oleh praktikan kedalam 
aplikasi konversi. 
9) Praktikan wajib memeriksa kesesuaian tanda tangan PPSPM pada 
SPM dengan specimen tanda tangan PPSPM yang terdapat pada 
aplikasi konversi. 
10) Setelah proses scan SPM selesai, akan muncul daftar rincian SPM 
yang diajukan. Kemudian, praktikan memberikan tanda ceklis 
pada seluruh daftar SPM tersebut apabila sudah sesuai dengan 





11) Praktikan kemudian melakukan proses konversi SPM dengan 
memilih menu “Convert”. 
12) Setelah proses konversi selesai, akan muncul tampilan dokumen 
ADK yang berisi kode satker, nama satker, jumlah SPM, tanggal 
SPM dan nama supplier. Praktikan akan mencetak hasil konversi 
ADK SPM  sebanyak 2 rangkap untuk diberikan kepada PPSPM 
sebagai tanda terima dan KPPN sebagai lampiran yang akan 
digabungkan dengan SPM beserta dokumen pendukungnya 
(Lampiran 15, Halaman 73). 
b. Mengupload Arsip Data Komputer (ADK) yang berisi Surat 
Perintah Membayar (SPM) dan dokumen pendukung ke dalam 
aplikasi SPAN. 
Praktikan diberikan tugas untuk melakukan upload SPM ke 
dalam aplikasi SPAN. Setelah SPM dikonversi pada bagian 
pelayanan Pencairan Dana, SPM tersebut harus diupload untuk 
menyelesaikan proses pencairan dana. SPM yang telah dikonversi, 
diberikan kepada staff Pencairan Dana yang bertugas melakukan 
proses upload SPM. Langkah-langkah yang praktikan lakukan 
dalam melakukan upload SPM ke dalam aplikasi SPAN adalah 
sebagai berikut: 
1) Pertama, praktikan memastikan bahwa komputer yang akan 
digunakan sudah tersambung dengan koneksi internet guna 





2) Praktikan melakukan log in pada aplikasi SPAN menggunakan 
username milik staff seksi pencairan dana (Lampiran 16, 
Halaman 74). 
3) Setelah berhasil log in, akan muncul tampilan awal aplikasi 
SPAN. Kemudian klik menu “182 PM Persetujuan tagihan”. Lalu 
akan muncul pilihan submenu, kemudian klik “Payments” 
(Lampiran 17, Halaman 74). 
4) Setelah itu akan muncul tampilan baru untuk mengunggah data 
resume tagihan. Pada tampilan ini, praktikan harus mengunggah 
data dari file ADK yang sudah dikonversi (Lampiran 18, 
Halaman 75). 
5) Klik “Unggah Data Resume Tagihan”. Setelah mengklik menu 
tersebut, akan muncul tampilan untuk melakukan pencarian data 
SPM yang sudah terdapat di PC yang digunakan praktikan untuk 
melakukan proses upload (Lampiran 19, Halaman 75). 
6) Selanjutnya, klik menu “Browse” yang terdapat disamping kolom 
File Path. Menu “Browse” dipilih untuk mencari data SPM yang 
ingin diupload. 
7) Setelah itu, praktikan harus mencari data SPM yang sesuai 
dengan hardcopy yang ingin diunggah yang terdapat di PC. 
Setelah praktikan sudah menemukan data SPM yang sesuai 
dengan hardcopy yang ingin diupload, kemudian praktikan 





8) Setelah selesai melakukan pencarian data SPM, maka 
tampilannya akan kembali pada awal tampilan pencarian dengan 
kolom file path yang sudah terisi sesuai data yang sudah praktikan 
pilih sebelumnya. Kemudian klik menu “Upload”. 
9) Selanjutnya, akan muncul rincian detail mengenai SPM yang 
akan diupload. Rincian tersebut menunjukkan data Nomor 
Resume Tagihan, Tipe Tagihan, Nomor Supplier, Nama Supplier, 
NPWP, Kode Pos, Tipe Supplier, KPPN, Kelompok Bayar, 
Tanggal GL, Tanggal Termin dan Email. Selain rincian tersebut, 
akan muncul jumlah uang yang ingin dicairkan.  
10) Setelah itu, praktikan diharuskan menginput kolom No. Supplier 
dan Kelompok Bayar sesuai dengan data SPM yang sudah ada  
(Lampiran 20, Halaman 76). Setelah selesai menginput, 
kemudian klik pilihan “Simpan Data”. 
11) Setelah itu akan muncul tampilan resume tagihan yang 
menunjukkan Nomor Resume Tagihan, Tanggal, Mata Uang, 
Jumlah Akan Dibayar. Pada tahap ini, praktikan diharuskan 
melakukan validasi data SPM sebelum melakukan proses upload. 
Kemudian praktikan menekan klik pada pilihan “Pengecekan” 
(Lampiran 21, Halaman 76). 
12) Setelah dilakukan pengecekan dan menunjukkan bahwa data 





proses unggah dengan menekan pilihan “Proses Unggah” 
(Lampiran 22, Halaman 77).  
13) Setelah proses unggah dilakukan, maka data resume tagihan 
tersebut sudah diupload ke aplikasi SPAN untuk dilakukan proses 
selanjutnya. 
14) Praktikan harus memberikan paraf serta tanggal dan waktu 
selesainya proses upload data tersebut pada hardcopy ADK. Hal 
ini dilakukan guna mempermudah pengecekan apabila terdapat 
data SPM yang belum diupload. 
c. Melakukan proses penyetujuan (approve) SPM yang telah 
diupload ke dalam aplikasi SPAN. 
Setelah data ADK SPM selesai diupload, maka dilanjutkan 
proses penyetujuan (approve) data SPM tersebut. Proses ini 
dilakukan oleh staff pencairan dana. Proses penyetujuan (approve) 
ini dilakukan untuk memverifikasi jumlah SPM yang tertera di ADK 
SPM sesuai dengan hardcopy SPMnya. Adapun langkah-langkah 
yang praktikan lakukan dalam melakukan kegiatan approve SPM 
adalah sebagai berikut: 
1) Pertama, praktikan memastikan bahwa komputer yang akan 
digunakan sudah tersambung dengan koneksi internet guna 
mendukung kelancaran proses approve SPM. 
2) Praktikan melakukan log in pada aplikasi SPAN menggunakan 





3) Setelah log in, akan muncul tampilan awal aplikasi SPAN. Pada 
tampilan awal tersebut, praktikan menekan pilihan “Daftar 
Penuh” untuk menampilkan seluruh SPM yang telah diupload 
sebelumnya (Lampiran 23, Halaman 77). 
4) Setelah itu, akan muncul daftar SPM yang telah diupload. 
Kemudian tekan CTRL+F untuk mencari data SPM sesuai 
dengan hardcopy yang ada di praktikan (Lampiran 24, Halaman 
78). 
5) Setelah itu, pilih SPM berdasarkan nomor SPMnya. 
6) Kemudian praktikan menekan menu “Buka” untuk melihat 
rincian SPM yang ingin diapprove. Pada tahap ini praktikan harus 
teliti dalam menyesuaikan SPM yang telah dibuka dengan 
hardcopy SPMnya. Praktikan harus mencocokkan data mengenai 
kode satker, nomor SPM dan nominal yang akan dibayar. 
7) Apabila data yang tertera sudah sesuai dengan hardcopy SPMnya, 
kemudian praktikan menekan pilihan “Menyetujui” (Lampiran 
25, Halaman 78). 
8) Praktikan harus memberikan paraf serta tanggal dan waktu 
selesainya proses approve SPM tersebut pada hardcopy ADK. 
Hal ini dilakukan guna mempermudah pengecekan apabila 
terdapat data SPM yang belum diapprove. 
9) Proses ini dilakukan secara berulang-ulang kepada setiap SPM 


















Gambar III. 1 - Alur Pemrosesan SPM di Seksi Pencairan Dana 
Sumber: Data diolah oleh praktikan 
 
d. Mengelompokkan ADK yang terdiri dari Surat Perintah 
Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) beserta 
lampiran-lampirannya ke dalam kelompok Satker yang akan 
diberikan kepada Satker dan KPPN yang akan dijadikan arsip. 
Praktikan melakukan pengelompokkan dokumen ADK yang 
telah selesai diupload dan disetujui dengan cara menyortir ADK 
yang terdiri dari SPM, SSP, beserta lampiran-lampirannya yang akan 
dipisahkan menjadi dua bagian yang akan diberikan kepada Satker 
dan arsip KPPN sendiri.  
ADK adalah dokumen hasil konversi SPM yang diajukan 





sebagai lampiran SPM ketika memproses pencairan dana. Pada 
ADK tertera Nama ADK, Kode Satker, Nama Satker, Jumlah SPM, 
Waktu penerimaan SPM, dan lain-lain (Lampiran 26, Halaman 
79). 
SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan 
alokasi dana yang sumber dananya berasal dari Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (Lampiran 27, Halaman 80). 
SSP adalah bukti pembayaran mengenai penyetoran pajak 
yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak yang dibuat dengan 
menggunakan formulir atau dengan cara lain ke kas negara melalui 
tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan 
(Lampiran 28, Halaman 81). 
Surat yang akan diberikan kepada Satker terdiri dari SPM 
dan SSP yang di pojok kanan atas terdapat keterangan nomor 1,3 
dan 5. Sedangkan surat yang akan dijadikan arsip untuk KPPN 
terdiri dari lembar ADK, SPM, SSP yang di pojok kanan atas 







2. Seksi Verifikasi Akuntansi 
a. Melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 
Pengeluaran yang diberikan oleh Satker. 
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran 
adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran atas 
uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban 
pengelolaan uang. Setiap satker harus menyerahkan LPJ Bendahara 
Pengeluaran setiap awal bulan dengan batas waktu tanggal 10 
(sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan bersangkutan berakhir atau 
pada hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur. 
Dokumen yang harus dilampirkan pada saat penyampaian LPJ 
adalah: 
1) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sesuai 
format PER-03/PB/2014. Laporan Pertanggungjawaban  
Bendahara Pengeluaran ini dibuat oleh Satuan Kerja di wilayah 
kerja KPPN. Pengeluaran yang dilaporkan dan dicantumkan 
dalam LPJ merupakan Realisasi Belanja atas beban APBN. 
2) Rekening Koran/Daftar Rekening Bendahara 
Pengeluaran/Penerimaan/ Lainnya Satuan Kerja untuk setiap 
akhir semester. 





KPPN menerapkan sanksi bagi satker yang belum 
menyampaikan LPJ yaitu Penundaan Penerbitan Surat Perintah 
Pencairan Dana (SP2D) atas SPM yang diajukan. 
Praktikan melakukan proses verifikasi LPJ Bendahara 
Pengeluaran di bagian Pelayanan Verifikasi Akuntansi. Adapun 
langkah-langkah yang dilakukan ketika melakukan verifikasi adalah 
sebagai berikut: 
1) Praktikan memeriksa kesesuaian saldo awal dengan saldo akhir 
bulan lalu. 
2) Praktikan memeriksa kesesuaian saldo rekening bank dengan 
saldo di rekening Koran yang dilampirkan. 
3) Praktikan memeriksa kesesuaian uang di brankas/tunai 
dibandingkan dengan jumlah kas total dikurangi kas di bank. 
4) Menguji kesesuaian saldo Uang Persediaan. 
Setelah proses verifikasi selesai, praktikan akan 
menyerahkan dokumen LPJ tersebut kepada Kepala Seksi Verifikasi 
Akuntansi untuk ditandatangani dan dicap menggunakan stempel 
seksi verifikasi akuntansi.  Kemudian, praktikan akan meletakkan 
dokumen LPJ tersebut pada arsip LPJ sesuai dengan kode satker LPJ 







Pada hari terakhir praktikan melaksanakan PKL, praktikan 
berpamitan kepada seluruh karyawan dan meminta semua surat yang 
diperlukan oleh praktikan untuk dilampirkan pada laporan PKL, 
sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan PKL FE UNJ, pada bagian 
Umum KPPN Jakarta VII. Adapun rincian surat yang diminta dan 
akan dilampirkan dalam laporan PKL adalah sebagai berikut: 
1. Daftar hadir PKL yang telah diisi dan dilegalisir oleh 
pembimbing praktikan di KPPN Jakarta VII (Lampiran 3, 
Halaman 57 s.d 59). 
2. Log harian praktikan selama melaksanakan kegiatan PKL di 
KPPN Jakarta VII yang sudah ditandatangani oleh pembimbing 
praktikan di KPPN Jakarta VII dan dilegalisir (Lampiran 4, 
Halaman 60 s.d 65). 
3. Form penilaian PKL yang telah diisi dan dilegalisir oleh 
pembimbing praktikan di KPPN Jakarta VII (Lampiran 5, 
Halaman 66). 
4. Surat keterangan telah menyelesaikan PKL di KPPN Jakarta VII 






C. Kendala Yang Dihadapi 
Selama melaksanakan kegiatan PKL di KPPN Jakarta VII, praktikan 
dihadapkan dengan permasalahan yang harus dihadapi dan membutuhkan 
solusi dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pembimbing 
praktikan selama kegiatan PKL. Masalah yang dihadapi adalah: 
1. Kurangnya wawasan praktikan mengenai dokumen-dokumen 
pemerintah sehingga menyebabkan praktikan kurang mengerti tentang 
dokumen-dokumen pemerintah yang ada di KPPN Jakarta VII. Misalnya, 
ketika sedang berada di meja pelayanan untuk melayani satker-satker 
yang ingin mengambil dokumen, praktikan kurang memahami dokumen 
yang dimaksud dan tidak mengetahui dimana dokumen tersebut 
diletakkan sehingga memperlambat kegiatan praktikan. 
2. Praktikan sering mengalami kendala dalam mengoperasikan aplikasi-
aplikasi yang terdapat di KPPN Jakarta VII karena praktikan belum 
pernah mempelajari aplikasi-aplikasi tersebut. Misalnya, dalam 
pengoperasian aplikasi konversi di bagian pelayanan pencairan dana, 
praktikan sering menghadapi kendala sehingga membuat kegiatan 
praktikan saat melayani konversi SPM menjadi terhambat. Selain itu, 
praktikan juga kurang mengetahui menu-menu apa saja yang terdapat 
pada aplikasi konversi, sehingga apabila sedang melayani satker 






3. Kurangnya arahan dari pegawai ketika memberikan tugas kepada 
praktikan sehingga praktikan sering melakukan kesalahan dalam 
mengerjakan tugas-tugas yang diberikan.  
4. Ketika praktikan melaksanakan kegiatan PKL di KPPN Jakarta VII, 
ternyata juga ada lulusan STAN yang sedang melakukan magang di 
KPPN Jakarta VII. Pengalaman serta pengetahuan praktikan yang minim 
sering membuat pegawai lebih memilih untuk memberikan tugas kepada 
kakak-kakak On Job Training (OJT) dari STAN. Hal tersebut 
menimbulkan rasa kurang percaya diri praktikan karena kurangnya 
wawasan praktikan mengenai pekerjaan-pekerjaan yang ada di KPPN 
Jakarta VII. Pada awal praktikan melaksanakan kegiatan PKL, pegawai 
KPPN jakarta VII lebih sering memberikan pekerjaan-pekerjaan kepada 
lulusan STAN tersebut dibandingkan kepada praktikan. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Usaha yang dilakukan praktikan dalam mengatasi kendala-kendala 
yang dihadapi adalah: 
1. Praktikan harus aktif bertanya kepada pegawai mengenai jenis-jenis 
dokumen yang terdapat pada KPPN Jakarta VII. Setelah itu, praktikan 
mempelajari lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi dokumen tersebut 
dalam pemerintahan. Apabila praktikan masih merasa kurang paham, 
praktikan akan bertanya lagi secara detail kepada pegawai agar praktikan 
lebih memahami jenis-jenis dokumen yang ada serta fungsi-fungsinya 





2. Praktikan berusaha mencari tahu terlebih dahulu bagaimana cara 
mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang ada dengan memperhatikan 
pegawai ketika sedang mengoperasikan aplikasi tersebut. Setelah cukup 
mengerti, kemudian praktikan akan mencoba mengaplikasikannya 
sendiri. Apabila terdapat hal-hal yang masih kurang dipahami oleh 
praktikan, maka praktikan akan langsung bertanya kepada pegawai. 
3. Praktikan akan meminta pegawai untuk menjelaskan apa yang harus 
dilakukan oleh praktikan ketika mengerjakan tugas yang diberikan oleh 
beliau. Apabila saat mengerjakan tugas tersebut praktikan mengalami 
kesulitan, maka praktikan akan segera bertanya kepada pegawai 
mengenai kesulitan yang praktikan hadapi. 
4. Praktikan berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan pekerjaan yang 
diberikan. Selain itu, praktikan berusaha mempelajari pekerjaan-
pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh kakak-kakak OJT dan meminta 
bantuan kepada mereka untuk mengajarkan langkah-langkah 
penyelesaian pekerjaan tersebut. Setelah praktikan memahami 
pekerjaan-pekerjaan tersebut, praktikan akan mencoba  
menyelesaikannya sendiri. Selama kegiatan PKL di KPPN Jakarta VII 
praktikan harus aktif bertanya dan cekatan dalam menyelesaikan 
pekerjaan. Dengan begitu, para pegawai tidak akan segan dalam 










Kegiatan Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu program 
yang dijalankan oleh Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu instansi 
pendidikan yang diharuskan mampu menghasilkan sumber daya manusia 
yang dapat bersaing di dunia kerja. Kegiatan PKL ini diharapkan dapat 
memberikan gambaran bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dalam 
menghadapi dunia kerja di masa mendatang. Selain itu, kegiatan PKL juga 
bertujuan sebagai sarana bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang 
telah diperoleh saat perkuliahan untuk memasuki dunia kerja.  
Dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini, praktikan mendapat 
pengalaman serta hal-hal yang berguna, antara lain: 
1. Praktikan dapat mengetahui dan menambah wawasan bagaimana rasanya 
bekerja di instansi pemerintah khususnya dalam bidang keuangan. 
2. Praktikan dapat mengetahui prosedur dan proses pencairan dana APBN 
dari Satuan Kerja kepada KPPN. Selain itu, praktikan jadi lebih 
mengetahui apa saja dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses 
pencairan dana APBN. 
3. Praktikan jadi lebih mengetahui apa saja aplikasi-aplikasi yang 
digunakan oleh KPPN dalam menjalankan fungsinya sebagai instansi 






4. Praktikan juga mengetahui bagaimana suasana kerja di lingkungan 
pemerintahan. 
5. Praktikan jadi memahami etika serta aturan kerja yang diterapkan oleh 
KPPN selaku instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 
6. Praktikan dilatih untuk memiliki ketelitian yang tinggi dalam 
menyelesaikan pekerjaan yang diberikan sehingga meminimalisir 
kesalahan yang terjadi akibat kelalaian dari praktikan. 
B. Saran 
Praktikan menyadari adanya kekurangan selama melaksanakan 
kegiatan PKL pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 
Jakarta VII. Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh praktikan guna 
meningkatkan kinerja praktikan serta dapat menjadi acuan untuk 
meminimalisir kekurangan dri pelaksanaan kegiatan PKL kedepannya 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Praktikan 
a. Mempersiapkan diri dari segi akademik maupun keterampilan agar 
dapat mendukung pelaksanaan kegiatan PKL. 
b. Lebih meningkatkan kedisiplinan kerja dan motivasi kerja agar 
menjadi mahasiswa yang profesional dalam segala bidang. 






d. Meningkatkan sikap tanggap dalam mengambil keputusan dan 
menyelesaikan masalah ketika melakukan kesalahan dalam 
menyelesaikan pekerjaan. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Memberikan gambaran awal sebelum dilaksanakannya kegiatan 
PKL agar mahasiswa menjadi lebih siap untuk melaksanakan 
kegiatan PKL. 
b. Meningkatkan pelayanan akademik untuk menunjang serta 
mempermudah persiapan mahasiswa dalam menghadapi kegiatan 
PKL. 
c. Menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa perusahaan atau 
instansi untuk mempermudah mahasiswa dalam mencari perusahaan 
atau instansi untuk melaksanakan kegiatan PKL. 
3. Bagi KPPN Jakarta VII 
a. Diharapkan meningkatkan kepercayaan kepada mahasiswa PKL 
dalam mengerjakan tugas sehingga mahasiswa dapat memperoleh 
pembelajaran serta memiliki wawasan baru dalam menyelesaikan 
pekerjaan yang diberikan. 
b. Diharapkan dapat lebih memberikan arahan mengenai pekerjaan 
yang diberikan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan 
kegiatan PKL. 
c. Dapat terus menjalin hubungan kerjasama dengan Universitas 





mempermudah mahasiswa D3 akuntansi dalam mencari instansi 
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Isi username serta 
password untuk log in 
































Isi kolom KIPS dengan 
melakukan scan pada KIPS 
yang diberikan oleh satker 
Klik pilihan “ADK SPM” untuk 
menginput data SPM yang terdapat 

































Scan barcode yang terdapat pada hardcopy 
SPM untuk memverifikasi kesesuaian 






Lampiran  16 - Tampilan Awal Aplikasi Oracle 
 
 













Isi username serta 
password untuk log in 























Klik “Unggah Data Resume 
Tagihan” untuk menginput data 
SPM yang ingin diupload 
Klik “Browse” untuk mencari 
data SPM yang ingin diupload. 























Lengkapi data SPM sesuai 
dengan data yang terdapat pada 


















Lampiran  23 - Tampilan Saat Ingin Melakukan Approve SPM 
 
  
Klik “Daftar Penuh” untuk 

































Klik “CTRL+F” untuk mencari data SPM 
sesuai dengan hardcopy SPM yang ada. 
Setelah itu beri tanda ceklis pada data SPM 









































































Lampiran  33 - Dokumen Laporan Transaksi 
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